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Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat provinsi
dan sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di provinsi.

Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah
Sungai yang selanjutnya disingkat TKPSDA WS adalah
wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada
wilayah sungai.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sumber daya air.

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan Pengelolaan Sumber Daya Air
ditetapkan Jaknas SDA.

Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menjadi acuan bagi:

a. menteri dan kepala lembaga  pemerintah
nonkementerian dalam menetapkan program dan
kegiatan yang terkait bidang sumber daya air sesuai
dengan tugas dan kewenangan masing-masing;

b. Gubernur dan bupati/wali kota dalam menetapkan
kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air tingkat
provinsi dan tingkat kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya; dan

c. Menteri, Gubernur, dan bupati/wali kota dalam
menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah
sungai sesuai dengan kewenangannya.

Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai arahan dalam Pengelolaan Sumber
Daya Air sejak Peraturan Presiden ini berlaku sampai
dengan tahun 2030.

Jaknas SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun apabila
terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat
strategis.

Pasal 3. ..
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Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman penghitungan
indeks Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri
yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian
dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
kemaritiman dan investasi selaku Ketua Dewan SDA
Nasional.

Pasal 6

Penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat nasional
dilakukan oleh Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali
berdasarkan pedoman penghitungan indeks Ketahanan
Air tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2).

Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kementerian/lembaga terkait memberikan data yang
diperlukan.

Data yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diperoleh dari lembaga nonpemerintah
dan/atau lembaga internasional.

Hasil penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh Menteri kepada Ketua Dewan SDA
Nasional untuk dibahas dan disetujui oleh Dewan SDA
Nasional.

Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), menteri yang mempunyai tugas
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman

dan investasi selaku Ketua Dewan SDA Nasional

menetapkan hasil penghitungan indeks Ketahanan Air

tingkat nasional.

Indeks Ketahanan Air tingkat nasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (5):

a. disosialisasikan kepada kementerian/lembaga dan
kelompok masyarakat terkait;

b. menjadi acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja
Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan
program oleh kementerian/lembaga terkait; dan

c. menjadi . . .
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Perumusan Jaknas SDA disusun dengan memperhatikan sebelas asas
pengelolaan, yaitu: (i) kemanfaatan umum, (ii) keterjangkauan, (iii)
keadilan, (iv) keseimbangan, (v) kemandirian, (vi) kearifan lokal, (vii)
wawasan lingkungan, {viii) kelestarian, (ix) keberlanjutan, (x) keterpaduan
dan keserasian, serta (xi) transparansi dan akuntabilitas.

C. Permasalahan dan Tantangan
C.1. Permasalahan

a.

SK No 180725 A

Degradasi Daerah Aliran Sungai

Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dan
pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi
tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan lahan kritis
dan penurunan daya dukung daerah aliran sungai. Hal tersebut
menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan daerah aliran
sungai dalam menampung dan menyimpan air sehingga dapat
berdampak pada meningkatnya frekuensi banjir, erosi dan
sedimentasi pada musim hujan, serta kekeringan dan
penurunan kualitas air pada musim kemarau.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Indonesia terbagi habis dalam * 42.000 daerah
aliran sungai, 4.489 diantaranya merupakan daerah aliran
sungai yang dipulihkan daya dukungnya. Berdasarkan data
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun
2018, tercatat lahan kritis Indonesia seluas 14,06 juta Ha,
terdiri atas 8,55 juta Ha berada di dalam kawasan hutan dan
5,51 juta Ha berada di luar kawasan hutan.

Eksploitasi Air Tanah yang Tidak Terkendali

Hingga kini air tanah masih menjadi andalan masyarakat
di berbagai pelosok kota dan desa untuk memenuhi kebutuhan
air bersih dalam setiap rumah tangga, bahkan penyedotan air
tanah untuk menunjang berbagai kegiatan usaha komersial dan
industri banyak dijumpai di wilayah perkotaan. Faktor
penyebabnya terutama adalah kualitas dan kuantitas air
permukaan yang tidak bagus. Faktor penyebab lainnya adalah
jangkauan wilayah layanan badan usaha penyediaan air minum
perpipaan di beberapa kota juga masih sangat rendah sehingga
banyak pabrik dan kawasan perumahan yang melakukan
penyedotan air tanah dalam.

Eksploitasi . . .
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Eksploitasi air tanah yang melebihi kapasitas pengisiannya akan
dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan
atau amblesan permukaan tanah yang menjadi salah satu faktor
penyebab kerentanan kawasan terhadap banjir. Selain itu
eksploitasi air tanah di sepanjang pesisir pantai mengakibatkan
terjadinya intrusi air asin semakin memasuki wilayah daratan
sungai dan air sumur penduduk di sekitar sungai dan danau
pun ikut menjadi semakin asin.

Konversi Penggunaan Lahan

Peningkatan jumlah penduduk dengan keanekaragaman
kebutuhannya, serta peningkatan pembangunan infrastruktur
dan pemekaran wilayah administrasi menjadi kontributor
terjadinya konversi penggunaan lahan dan hutan di berbagai
wilayah sungai. Alih fungsi lahan tidak hanya terjadi pada
daerah aliran sungai bagian hulu tetapi berlangsung sampai
hilir, baik di dalam Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa.

Pulau Jawa yang semula diandalkan fungsinya sebagai lumbung
beras nasional, sekarang mulai mengkhawatirkan. Sawah
beririgasi teknis yang luasnya semula 57% (lima puluh tujuh
persen) yang terletak di Pulau Jawa, kini mengalami
penyusutan karena terkonversi menjadi penggunaan lain.
Hingga saat ini kecenderungan penyusutan lahan beririgasi
teknis di Pulau Jawa dan Pulau Bali masih berjalan terus
dengan intensitas yang wajib diwaspadai.

Banyak sekali sawah beririgasi teknis dan lahan pertanian
produktif lainnya di Pulau Jawa dan Pulau Bali yang beralih
fungsi menjadi kawasan permukiman, perkotaan baru serta
pengembangan kawasan pariwisata, kawasan industri, dan
untuk tapak pembangunan infrastruktur, serta pengembangan
kawasan untuk pendidikan tinggi termasuk dampak ikutannya.
Begitu pula dengan perkembangan alih fungsi lahan yang terjadi
di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara
Barat, Pulau Maluku, dan Pulau Papua akibat kegiatan
pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit,
alih fungsi tersebut berpotensi besar terhadap pencemaran
sumber daya air, banjir, serta pendangkalan sungai dan danau.

Hal ..



